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RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWTU TENTANG
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bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 48 Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan  Keuangan
Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan
Daerah kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan
Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak
bertentancan dengan kepentingan umum. peraturan  perundang-
undangan vang Jebih tingei dan peraturan daerah lainnva:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2012 dan
Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012:

L'ndang-Uadang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3509

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 3.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab  Keuwangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan
Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang  Nomor 27 ~ Tahun 2009 tentang  Majelis
Permusyawaratan  Rakyat. Dewan Perwakilan Rakvat. Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan  Rakvat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3023):
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah  dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S049):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 0. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
+416. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712):

. Peraturan  Pemerintah  Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4375

. Peraturan Pemerintah Nomor 3§ Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4378):

.Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pencawasan Penyvelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392):

-~

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007  tentang Laporan

Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggunjawaban ~ Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah. dan Informasi Laporan Penyvelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  kepada Masvarakat ((Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46923):



Menetapkan

13, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah
Provinsi. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Terib Dewan  Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104):

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 25. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 12>, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S165):

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

20. Peraturan “Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimaria telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomeor 36 Tahun 2011.

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 311)

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN  GUBERNUR  TENTANG  HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PRINGSEWU  TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2012,
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Hasil Evaluast Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
dan  Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu  tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2012
sebagaimana tercantum  dalam Lampiran vang tidak terpisahkan dar
Keputusan Gubernur inl.

Bupati  bersama  DPRID segera  melakukan  penvempurnaan  dan
penyesuaiar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu
tentang  APBD Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluast tersebut di
atas paling lambat 7 (tujuhy hari terhitung sejak diterimanya Keputusan
mni.

Dalam hal Bupat  dan DPRD udak menindaklanjuti hasil evaluasi dan
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu
tentang APBD  Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupat
Pringsewu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh
Gubernur.  sekaligus menyatakan  berlakunya pagu APBD  Tahun
Anggaran 2011,

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu  tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan
Peraturan Bupat Pringsewu  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 vang telah ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu  tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupau
Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 disampatkan kepada Menteri Dalam Negeri dan
Gubernur Lompung paling lambat 7 (tujuh) bart setelah ditetapkan.

Keputusan i mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan

apabila dikerwdian hari ternvata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pady tanggal

GUBERNUR LAMPUNG
ttd

SJACHROEDIN Z.P.

“Mentert Dalam Negeri di Jakarta:

. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung:
- Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu:

. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampuny;

- Kepala Biro Hukuin Sekretariat Daerab Provinsi Lampung di Telukbetung.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR
TANGGAL

HASIL EVALUAST RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
TENTANG PLENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

IT.

TAHUN ANGGARAN 2012

KEBITAKAN UMUM

Io

(VP

Rencana pembangunan Kabupaten Pringsewu agar sinergi antara Pemerintah.
Pemerintah Provinsi dan sesuai dengan RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2012
vang diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan sesuai kewenangan vang
berorientast melalur strate2i pembangunan vang Pro Growth, Pro Job. Pro Poor dan
Pro Environment.

Dalam menyusun KUA APBD dan PPAS Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus
berpedoman pada RKPD Tahun 2012 dan memperhatikan RKP Tahun 2012, serta
memperhatikan Prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan
Fisik berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang
Pencadaan Barang ‘Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam penvampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instanst Pemerintah (LAKIP) 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK)
Tahun 2012 disesuatkan dengan Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur
Negara  dan Reformast Birokrast Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penvusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan
Dokumen Penetapan Kine-ja (PK).

Tata Naskah

Format penvusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Derah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Derah disesuaikan dengan Lampiran A XV dan AXVI
Peraturan Menteri Dalam Negert tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENDAPATAN DAERAH

1.

Target  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Pringsewu  direncanakan — sebesar
Rp. 716.986.613.547.- Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

Rp. 21.916.000.000.- Dana Perimbangan Rp. 562.744.925.784.- Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 132.325.687.763.- NMengingat pendapatan daerah
tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, Pemerintah Kabupaten
Pringsewu harus mengoptimalkan target pendapatan  dimaksud sesuai potensi
sumber-sumber penerimacn daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.
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Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dilarang menganggarkan pendapatan dari
Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah vang bertentangan dengan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / atau telah

dibatalkan.

. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu agar mencabut Peraturan Dearah tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah vang bertentangan dengan Undang-L mdang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BELANJA DAERAH

)

0.

Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pringsewu  agar menganggarkan Dana
Pemeliharaan Pulau-Pulau Besar Kecil terluar vang ada di Provinsi Lampung sesuai
Surat Gubernur Lampunz Nomor @ 900/3566/11.02/2011 Tanggal 17 November
2011,

Funjangan Perumahan Kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.3.1.1.01.16 dianggarkan
sebesar Rp. 1.848.000.000.- pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pingsewu.

Agar penganggaran untuk Tunjangan Perumahan memperhatikan asas kepatutan.
kewajaran dan rasionaliias  serta standar harga setempat  vang berlaku di
Kabupaten Pringsewu sesual ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24
Lahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD.

Penganggaran Belanja Burang Pakai Habis agar di sesuaikan dengan kebutuhan
nvata vang di dasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. jumlah
pecaval dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang
Tahun Anggaran 2011.

Pengadaan  Kendaraan Dinas/Operasional pada APBD  Kabupaten Pringsewu
Tahun  Angegaran 2012 sebesar Rp. 7.001.337.500.- agar dilakukan setelah
mendapat Persetujuan Gubernur dan dalam penganggaran belanja kendaraan dinas
disatukan  pada  Sekretariat Daerah  terkecuali pengadaan  kendaraan
dinas operasional yvang bersumber dari dana DAK. apabila pengadaan kendaraan
dinas disetujut oleh Gubernur pelaksanaannya berpedoman kepada  Peraturan
Menter1 Dalam Negert Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mentert Datam Negert Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi  Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Penvediaan kode rekening rincian obvek belanja pada seluruh SKPD antara lain :

a. 3.2.1.01.03 rincian obvek Belanja Honorarium PNS Lainnya.

b. 3.2.1.01.13 rincian obyek Belanja Honorarium Non PNS Lainnyva.

¢. 3.2.2.05.25 rincian obvek Belanja Jasa Kantor Lainnya.

Agar nomenklatur  rincian obvek belanja Lainnva diperjelas penganggarannya
disesuaikan dengan rincian kegiatan diatas serta berpedoman pada Peraturan
Menter: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuungan Daerah.

Judul Kegiatan pada SKPD antara lain :

a. Kegiatan  Pembuatan Profil  Pendidikan Tahun 2011 Kode Rekening
FOLT.01.01.02.50  dianggarkan  sebesar  Rp. 20.000.000.-. Pada Dinas

Pendidikan.



b Kegiatan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negerd
Tahun 2011 Kode  rekening  1.01.1.01.01.17.93  diancearkan  sehesar
Rp. 32.000.000.-. Pada Dinas Pendidikan.

¢ Khode rekening 112 1L12.01.26.03 Kegiatan Lomba Kesrak PRK-KB-Kes

Tmgkat Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sebesar Rp. 20.000.000.- pada Badan
Neluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

d. Kode rehening 112712012603 Keciatan Lomba  Kesrak PRI-KB-Kes
Tinghat Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sebesar Rp. 20.000.000 -,
Agar judul Kegiatan diatas diperbaiki dan ditata disesuaikan dengan out put
hegiatan tahun angguaran berhenaan dengan berpedoman pada Peraturan Nenteri
Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Penyediaan anggaran kegiatan pada Dinas Pendidikan :

a. RKevlatan Bantuan Alat Nesenian Sanggar Jejama Secancan Kab. Pringsewu
Node Rekening T.0T.1T 01011511 sebesar Rp. 40.000.000

b. Kegiatan  Bantuan Operasional Sanggar Jejama Secancan kode Rekening
O 1010115 14 diangearkan sebesar Rp. 20.000.000.-,

Kegiatan tersebut agar disatukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Penyvediaan anggaran belunja kegiatan dan rincian obvek belanja antara lain:

a. keviatm  Gelar Sent Bagt  Acara Pemerintah  Daerah Kode  Reker

(l.4

1oL T.otol 1516 pada Dinas Pendidikan dianggarkan bcsa
Rp. 00.000.000.- terdapat kode rekening 1.01.1.01.01.15.16.5.2.2.06.04 B lanja
Cetah Foto Dokumentast dianggarkan sebesar Rp. 48.375.000.- (80.63%0).

b. Penvelengearaan KKG MGOMP MKPS Kode rekening 1.01.1.01.01.20.28 pada

Dinas Pendidihan diansgarkan sebesar Rp. 173.337.300.- terdapat rincian obyvek
belanja Honorariun Pamtia  Pelaksana  Kegiatan  kode  rekening

PO 0101202852 1.01.01 dianggarkan sebesar Rp. 171.325.000,- (97.82%)

¢, Keviaton Koordinasi dan Fasilitasi Penyvusunan Pemanfaatan Ruang Lintas

Kabupaten Kota pada Dinas Pekeriuan Umum kode rekening 1.05.1.03.01.16.08
diangearkan sebesar Rp. 820.600.000.- terdapat rincian obyek Belanja Modal
Pengadaan Nonsiruksi [ embangunan GSB kode rekening

O3 T.0301.10.08.5.23.260.20 dianggarkan sebesar Rp.750.000.000.

d. Keglatan Sosiahisast dan Koordinasi Peninekatan Perizinan Kode  rekening
101161811 pada Kantor Pelavanan Perizinan Terpadu dianggarkan sebesar
Rp.  73.720.050.- terdapat  rincian obaek  belanja kode  rekening
V16116 I8 1.3 2535101 Belanm NModal Pengadaan Rambu-rambu  Lalu
Lintas sebesar Rp. 30.000.( (60.03

¢. Negiatan  Opumalisasi a|a]\’ Dacrah  kode rekening 1.20.1.20.153.45.11
diangearkan sebesar Fp. 200.000.000.- pada Dinas Pendapatan terdapat rincian
obvel belanja
1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kode rekening

20.1.20013. 43,11 3.2.1.01.01 dianggarkan sebesar Rp. 36.600.000.-
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2) Honorarium  Tenagan AhlivInstruktur/Narasumber  kode rekening
1200120013, 43.11.5.2.1.02.03 dianggarkan sebesar Rp. 158.964.000.-.

Agar Kegiatan tersebut diatas hurut a sampai dengan e disesuaikan antara
Judul kegiatan dan rincian obyek belanja. sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan kegiatan pada huruf ¢ agar disesuaikan dengan
Khewenangan.

Kegiatan penyvediaan Jasa Komunikasi. Sumber Dava Air dan Listrik kode
rekening  1.02.1.02.01.01.20 pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar
Rp. 26.250.000.- terdapat rincian obyek belanja :

1y Honorarium Punitia Pelaksana Kegiatan kode rekening
1.O2.1.02.01.01.20.53.2.1.01.01 sebesar Rp. 3.000.000.-.

2) Belanja Alat listrik dan Elektronik Kode rekening
LOZT.02.01.01.200.5.2.2.01.03 sebesar Rp. 3.334.000.-

3 Belanja Moddl Pengadaan Printer kode rekening
1.02.1.02.07.01.20.5.2.5.12.04 sebesar Rp. 1.400.000.-.

Awar belana tersehut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.

Kegiatan Penvadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil kode rekening 1.10.1.10.01.02 dianggarkan sebesar

Rp. 22.500.000.- terdapat rincian obvek belanja :

by Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik kode rekening
1101 10.01.02.5.2.3.10.01 dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000).-.

2y Belamja Modal  Pengadaan  Komputer Note Book  kode  rekening
1.10.1.10.01.02.5.2 3.12.03 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000.-.

Agar penganggaran belanja hurut g tersebut diatas ditata pada kegiatan
pengadaan peralatan gedung kantor.

9. Kewiatan Evaluasi Rancangan Tata Ruang Wilavah pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah tode rekening 1.06.1.06.01.29.02 dianggarkan sebesar
Rp. 130.000.000.-

Agar keuiatan tersebut diatas ditata kembali dikarenakan Peraturan Daerah Tata
Ruang baru ditetapkan.

10. Penvediaan anggaran belanja pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah:

Program  Pembangunan  Wilavah Kecamatan kode rekening 1.20.1.20.04.46
dianggarkan sebesar Rp. 115.731.025.~ terdapat Kegiatan Evaluasi Daerah Otonomi
Baru kode rekening 1.20.1.20.04.46.02 dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000.-.

Agar kegiatan tersebut diatas ditata kembali dan disesuatkan dengan program vang
ditetapkan.

I'1. Penvediaan angoaran belanja Kegiatan dan rincian obyek belanja antara lain :

.

Kegiatan Penvusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggeungjawaban
Pelaksanaan APBD “ahun 2011 pada Bagian Keuangan (SKPD) Sekretariat
Daerah dianggarkan sebesar Rp. 310.000.000.-.

. Keuiatan Penvediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada

Sekretariat  DPRD  Lode rekening 1.20.1.20.12.01.15 dianggarkan sebesar
Rp. 817.899.800.- terdapat rincian obyek Belanja Surat Kabar/NMajalah kode
rekening 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.03.05 sebesar Rp. 807.150.000.-.



. Kegiatan  Penvediaan  Jasa  Pemeliharaan  dan  Perizinan  Kendaraan

Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD kode rekening 1.20.1.20.12.01.23
dianggarkan  sebesar  Rp.  301.000.000-  terdapat Lkode  rekening
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.02.09 Rincian obvek Belanja Bahan/Sulku Cadang Non
Kendaraan sebesar Rp. 518.350.000.-

Pengangraran Kegiatan dan rincian obvek belanja huruf a sampai dengan ¢
tersebut diatas agar dilakukan efisiensi dan disesuaikan dengan azas kewajaran
dan Kepatutan. Hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan
vang lebih bermanfaat bagi masvarakat pada bidang kesehatan.

. Penvedioan anggaran belanja Perjalanan Dinas  pada kegiatan di Sekretariat

DPRD. terdapat rincian obvek belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
220.1.20012.13.06.5.2.2.15.02 dianggarkan sebesar Rp. 3.149.780.000.- pada
Kegiatan Kunjungan Kerja Punpiman dan Anggota DPRD.

Agar pengangyparan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah diatas pada Kegiatan
Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD cukup sebesar
Rp. 2.149.780.000.-. Hasil efisiensi sebesar Rpl.000.000.000.-. Dialihkan dan
ditata untuk infrastruktur jalan.
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